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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Meskipun didalam UUPA disebutkan bahwa tanah yang jangka waktu 

haknya telah berakhir mengakibatkan tanah tersebut menjadi dikuasai 

langsung oleh Negara, namun hal itu tidak serta merta menyebabkan siapa 

saja dapat megambil alih dan memohonkan hak baru atas tanah bekas hak 

tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam administrasi pertanahan selama ini 

dikenal adanya hak prioritas, yakni hak yang dimiliki oleh bekas pemegang  

hak untuk lebih diutamakan agar haknya diberikan kembali kepada bekas 

pemegang hak tersebut, pada dasarnya hak prioritas tidak dapat beralih atau 

dialihkan dengan cara apapun termasuk pewarisan, namun didalam 

praktiknya,  apabila pemegang hak meninggal dunia,  Pemerintah melalui 

kantor Pertanahan dapat memberikan hak prioritas kepada ahli warisnya, 

dengan syarat para ahli waris tersebut sudah menguasai tanah sejak lama 

dan sungguh sungguh menginginkan tanah tesebut. Kemudian yang kedua 

adalah siapa yang menempati secara nyata atas tanah tersebut, sebagai pihak 

yang menguasai serta mengusahakan tanah secara terus menerus dalam 

waktu yang cukup lama (in casu 30 tahun) tanpa ada keberatan dari pihak 

lain, maka ia dikatakan sebagai penggarap yang beriktikad baik. Sehingga, 

sepatutnya ia berhak mendapat kesempatan untuk mengajukan permohonan 

sertipikat hak milik/hak guna bangunan kembali atas tanahya dengan 

memperhatikan kembali syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat 

memiliki Hak Prioritas. 
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2. Hak Guna Bangunan merupakan suatu hak yang diberikan oleh negara 

kepada Warga Negara Indonesia yang bersifat sementara. Jika pemegang 

Hak tidak memperpanjang maupun memperbarui Sertipikat Hak Guna 

Bangunan tersebut yang telah berakhir waktunya, maka bekas pemegang 

hak yang mendapatkan hak prioritas untuk mengajukan kembali Sertipikat 

Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan setempat, dengan proses 

pengajuan kembali permohonan hak berdasarkan bekas Sertipikat Hak Guna 

Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir tersebut. Adapun proses 

yang harus dilalui untuk memohonkan kembali Sertipikat Hak Guna 

Bangunan tersebut di Kantor Pertanahan Kota setempat, diantaranya: 

Pemohon menyiapkan berkas-berkas berupa identitas diri, Bekas Sertipikat 

Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya, PBB tahun 

berjalan, dan berkas-berkas pendukung lainnya. Jika tanah tersebut lebih 

dari 600 m2, maka tanah tersebut dilakukan pengukuran kembali oleh 

petugas ukur yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan setempat, Setelah proses 

tersebut, Gambar Ukur dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, kemudian 

dilakukanlah pengecekan kelapangan oleh Petugas Konstatasi dan pada 

buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan untuk memastikan tanah 

tersebut tidak dalam sengketa atau menjadi jaminan suatu hutang, serta tata 

ruang wilayah tanah tersebut berada dikawasan yang aman. Kemudian 

setelah dilakukan pengecekan, maka permohonan dapat diproses untuk 

diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak dari Kantor Pertanahan 

setempat, kemudian pemohon membayarkan pajak berupa Bea Perolehan 
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Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah, setelah pajak 

dibayar dan didaftarkan kembali di kantor pertanahan maka dilanjutkan ke 

proses pengetikan sertipikat yang kemudian akan ditanda-tangani oleh 

Kepala Kantor Pertanahan, setelah itu sertipikat hak guna bangunan yang 

baru telah selesai dan dapat diambil oleh pemohon. 

3. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang Hak Guna Bangunannya telah 

berakhir, tidak semerta-merta kembali kepada negara hak penguasaan atau 

pengelolaan tersebut. Sebab, negara masih akan memberikan hak prioritas 

kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Tanah tersebut dapat diperoleh kembali 

oleh ahli waris dengan syarat, tanah tersebut masih dalam penguasaannya, 

tanah tersebut tidak digunakan untuk suatu perbuatan yang melanggar 

hukum dan kesusilaan, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang, 

penggnaannya masih sesuai dengan tata ruang kota, tidak dipergunakan 

dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum, dan ahli warisnya masih 

memenuhi persyaratan untuk diberikan hak kepadanya. 

B. Saran-Saran 

1. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru seharusnya memberikan edukasi kepada 

masyarakat yang tidak mengetahui atau yang kurang memahami mengenai 

Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga sebelum berakhirnya Hak Guna 

Bangunan dapat diperpanjang oleh pemegang Hak Guna Bangunan tersebut, 

dan jika terjadi proses pembaharuan hak semestinya dapat diproses 

secepatnya agar hak-hak tersebut tidak menjadi polemik dikemudian hari. 
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Pemerintah juga diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit 

mengenai ketentuan Hak Prioritas, agar supaya terbentuk kejelasan hukum 

yang adil dan tidak ambigu bagi masyarakat, dan agar tidak muncul 

penafsiran yang bermacam-macam, aturan yang tegas dan jelas mengenai 

hak prioritas ini sangatlah diperlukan. 

2. Masyarakat yang memiliki atau sebagai bekas pemegang sertipikat Hak 

Guna Bangunan seharusnya sebelum waktu Hak Guna Bangunan nya 

berakhir dapat memeperpanjang haknya tersebut, jika Hak Guna Bangunan 

dimiliki di atas tanah negara, sebaiknya Hak Guna Bangunan dapat 

ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik, sehingga hak tersebut dapat 

dimiliki tanpa harus memperpanjang haknya, karena ketika Jangka Waktu 

telah berakhir akan memperpanjang proses pengurusannya. 

3. Terhadap Ahli Waris yang orang tuanya atau pewarisnya yang memiliki 

sebidang tanah yang diatas melekat Hak Guna Bangunan harusnya lebih 

memperhatikan jangka waktunya, ketika jangka waktunya telah berakhir itu 

tidak serta merta tanah tersebut kembali ke Negara, sebaiknya Ahli Waris 

segera mengurus nya ke Kantor Pertanahan karena akan lebih di Prioritaskan 

untuk kembali memperpanjang ataupun memperbaharui sertipikat Hak Guna 

Bangunannya tersebut. 

 


